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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDIAK,

DuhWe untuk melakednakan kettniusn pasal 311 ayai [1) Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 1€ntang

Pemerintaqan Daerah, Sebagaimana elay diyphah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

fahn 20315 renie Perupahan Keédua atas (j dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 remang Jamerintahan

o 14 zvat {1} pe™@iuign Bementtah Nomer 12 Tehun, 2019 tcntang Fengelolaan Keuangan

h, gu pamu.rftiupﬂ_tijwaji‘ﬁ-[ulﬂ wajll mengajuken Rancangan = craturan Dacrzh tente | Anggaran

Perndaparan Ecan Belanja haerah © 7130) Tahun Anggaran 2022 kepada [Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah [DPRD)
untuk memperoleh persetdjuan bersama;

bahwa Rancangan Peratyran DAaerap tentang Ariggaran Pendapaian dan Belanpa Detrah 1APBD) yang digjukan
sebagaimuna dimeksud i huryf 8. merupakan perwujidan Gari Rencana Kerja Pemeriptah Daetah Tahun
202", yang dijaborkan daldainm Kebijakan Um™™ Anggaren Pendapatan gan Belanfa poerah (APBD|, serta
Prio’ tas dan Plajon Anggaran Sementara yang wlah disepakai! Pemerintah Daerah berssma DPRD pada tanggal
19 bulan Agustus tahun 2021 ;

buhwa Perdpsarkan  Pertimbangan Sfbagaimana dimaksud datam hgeuf 2 dan ppmuafl b, periu menetapkan
Peratiiren Daerah tentang Anggaran Penidapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Talun Anggaran W¥232,




Mengingat

10.

Undang Undang Nomer 28 Tehun 1999 temiang Pelyclcng@araan Negafs Yang DBerslh dan Qebas dar Kprupal,
Kolusi an Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 1992 Nomor 75, Tambghen Tembaran Megira

Republik (ndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Notor 55 Tahunr 1999 tenidng PeMbenhlkan XKabUpaten Landak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Takun 1999 Nomor 183, TambahaD Lembaran Neara Repybik indoncsta , omor 3904, schagaitm oy
lelah diubal dengan Undang-Unda®B Nomor 15 Tabiyp 2000 lenlang Perubaliang m_uﬁ}hndamﬂ-—u:mung 23 Tahun

%99 tetilang Pembentukan KabuPAten Lapdak (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000Nomor 82,
Tambahan Lembarnan Negara Republik Indonesia Nomear 3970);

Undapg-Undang namor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara [Lembamy Negera Repuilik Indanesia Tehun
2003 Nompor 47, Tambaehan Lembaran Negara Republik Indonesiu Namor 1286);

Undang-Undang Nomor | tahun 2004 teniang PerhendahBraan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 3, Tamhohan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 43550,

Undang-Undeng Nomer 25 Tahun 2004 tefiténg Sisiem Pereneanngn Pembangunan Nasiopal [Lembarun Negam
Fepublik Indonesin Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndoncsta Nomor 4421);

Undang-Ungdang Norlor 33 Tahun 2004 jenlanf PeriMbangan Keoangsyn Antard Pemerintah Puast dan
Fermerintahgn Daeran (LeMharan Negara Repuohlik [ndopesin Tahun 2004 Nomoer 126, Tambrhan Lembaran
MNegara Republil Indenesia Nomor 4438);

Undang-1Mdang Nomor 24 Tahun 2007 tontank TenanggWangan Bengang {Lembaran Negara Republik Indoneala
Tahun 20807 Nomor 66, Tambahan Lembaran Hegara Republik Ind onesia Nomor 4723,

Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 temang Pejak Daerah dan Retibusi Daerah (LeMbaran Megara Repuhlik
Indonegia Tahun 2002 Nomor 130, Tamhahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046):

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemnerinha® Ddcrah {Lemburan Negara Republik Indoptsia
Tanun 20614 nomor 244, TAMbahan Lembaran Negara pepublle (ndenesla Nomor 558Y), schagaimana telah
Uiubat' beherapa kali, terakhir denpan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kequa apas

ndang-Undang Neinor 23 Tahun 2014 tentang Pemetintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Momor 5674);

Undang-Undang Repiiblik Indonesia Nomer 30 Tahup 2014 tontang Administras! Pemerinitahan |Lelbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesta Nomor 5601 );




11,

12,

13.

14.

16.

17,

18,

Undang-Undang Republit Indoncsia Nomor o Tuhun 2021 ichtang ANggaran Pepdabaiah dan Bejanda Negarg
Tuhupn Anggaran 2oz¢ (Lembaran Nemars Repubdlk Indonesia Tuhun 2021 Nomor 245, Tambaheanh Lembargan
Negiara Republik Indonesia Nomor 6735);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahyuh 2000 tentang Kedudykan Keyangan Kepala Deerah dan Wakil Kepula
Daerah (Lembaran Megara Republik mdoncasia Tehun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaren Negara Repu blik
Indonesia Nomor 4028;

Peratura® Pemlecintal Nomeor 24 Tahun 2004 tenrang Kedudukan Protokoler dall Keuangan Pimpinan dan

Angiote Dewal Perwakilan Rakyat Daereh (lem, pun Negara Republik Indonesia Tahuy 2004 g mor 90,

Tambahan Leftharan Negara pepublik lndonesia B el 1116) gebagaimana Clah disbayp terakhyr dengan
Peraturan Pemeriniah Momor 31 Tahun 2007 t-‘:ntan? rubahan Kelg: atas Porgturan e merintah Nomor 24
tenlang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimd'nan dan Angeom DeWsdn Perwaldian ReEKrar Daerah
ggmbaran Negard Republik Indonesia Tabun 2007 Nomer 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
pmo- 4712}

Pératuran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 entang Pengelolaen Keuangan Badan Laygnen Umumn scbagaimana
telah Alubgh d9NB4h Pepgurap Pemeringgh RePublik ndoncsin Domar 74 Tahup 2012 tenp g Perubszhan
Feraluran pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolapgn Keudngan Badan LAYenan Unfum [Lesmtua ran
Neddrg Repuhlik Indonesia Tahun 2012 Nomer 171, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomagr
5340y:

Peraturgn Pemerintzh Nomor 55 Tapyn 2005 tentgng Dana Perimbangan {kembaran Negama Republik indonesia
Tahun 2003 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negar: Republik Indonesia Nomor 4375);

Peraniran Pemerinttah Nomor 96 Tahut 2005 rwenteng Sistem InforMasi KeWangan Daernh fLembaran Negara
Repuflik lodone3i® Tahun 2005 Mamor 138, Tampghan Lembaran NCEAra pepublik indonesia Nomar 4576
sebigAimand eiah diubah dengan Peraturin Pemerintah Nemor 65 Tabyn 2010 wentang Perubahan atas
Peratyran Pemerintak Nomor 56 Tohun 2005 tetitgpd Sistem Informass Keyatigan Daegrah (L barn Negaia
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor | 10, Tambelmn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51335];

Peraturgn Pempepinlah Nomar 37 Tghup 2005 tentan” Hibah HEEada Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomaor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4577);

Peratur@n Pémerintak Nomor 65 Tahun 2005 tcntang Pedoman PenyysUnan dan Pencrapan Stamlar Pelayansn
Minimal {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tampahan Lembaran Negara Republik




19,

20.

21.

22,

23,

24

23.

28,

Intlonesia Nomor 4585);

Peraturaf Pemeritiiel Nomer & Tehkun 2006 ENgne pelapgran Kedapgan dan Kiperja [nstansi Pemenmnpgh
{Lembaran Megara Republik [ndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia
Nomor 46144

Pemetufen Femerintah Nomor 2 Tahun 2007 tcnweng laporan PeMyclenggaraan Pemerintah Ducrah kepeda

Pemerintah, Laporan Keteran At PR ngaw et Hr:pala Dastypy Kepada Dewan Pc_-rwa.l(.llﬁ% %}m Daerah
dan Informasl Laperan [’:n}re%m Pemerintah Daergh yepay, Masyamakat (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2007 Notior 19, Tambahan Lembaran Negara Hr.pu%:lik Indonesia Nomor 4693);

Feraturan Pemeriniap Nomeor 19 Tehun 2010 tentang Tatn Corn Pelaksansan Tugas dan wewenang Serin
Kedudukan Keuangan Gubemuyr Sebagal Wakil Pemeriniah di Wilayah Provinsl (Lembaran  Negara Republik
Indone sia Tahun 2010 Noamor 25);

Feraturan PemerintAaph Nomor 7] Tghup 2000 tentdpg Standay Akuntang] Pemerintapgn (Lesmbaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indenesia Nomor 3163);

Pergruran Pemeritgah Nomor 30 Tzhun 2011 enlang Pjn-i Darrah [Lembaran Ncgara Republik Indohesia
‘Fahiun 20] 1 ¥omor 39, Tambusihzsin Letmbaran Negam Eepublik Indonesia Nomor 5219

Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2017 1entang Pembingan dan Penpgawasan Penyelenggaraan Pemerintap
xmera (Lepmbaren Negara Republik Indonesie Tahunr 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Inclonesia nomor BI04 1);

Peraturan FemeriMtah pomor 12 Tahun 2019 entang Pengelolann Keuangan Daernh jLembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 201% Nomoyr 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturaft  Presiden Bepyublik idonesia Nomat 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keyangan dan Adminigrmtf
Pimpinan dan ARErota Dewin Porwakilan Rakyajp Daerab (Lemparan Neogara REcpublik Indonesa Tebun 2817
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6057);

[ -
Peraturan Presidert Republk Indon a2 Nomar 5 Tehyn 2018 Tentang Perubahan Atas Peratdran Presiden Nomor
123 Tahup 201§ tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik |[Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2013 Nomor 11);

Feraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Eegional [Lembaran




29,

30.

1.

32,

34.

35.

37.

38.

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemeringah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomaor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 teotang Sistem Informasi Pemerintahan Dacrah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Deerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daecrah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomeor 3, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Landak
Nomor 11);




39,

41.

42,

43,

4

45.

40,

47

48,

PeralUiut Dyermah Kppupaten [andak Nomar + Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah (Lembaran Deesrah Kabupaten
Landak Tahun 2011 Nymor 4);

Feraturin Dasrah Kpbypaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Dacrah Rabupaten
Landak Tahun 2011 Nomor 5);

PerALUMAND Daerah Kabubdlen Landak Momor 6 Tghpn @011 nggng Pajek Sarang purung Walet |Lembsaran
Caerah Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daersh Kabupaten Landak Nomaor 14);

'craturan Daeroh Kabupaten Landok Nomet 7 Tahun 2011 tentape Hetnhusi Tempat Reloeesi dan CQlahrege
{Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7. Tambahan Lemisaran Deersh Kabupsten Landak

WNomor 1.3);

Peraturan Daerah Kebupat®n Landsk Nomor 9 Tahun 2011 tepeang Rerriblis{ Jasa Usaha [Lembaran Daerah
kabupsten Landek Tahun 2011 Komor 9, Tambahan Lembaran Dacrabh Kabupaten Landak Namor 17),

Peratiran Bacrah KabuPdten Landak Nomwor 10 Tahua 2011 Whang Regribusl Perlginan Tertentu (Lespbaran
Zaerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daecrah Kabupaten Landak Nomor 15);

Peraturan 3€ph Kpbupaten Liandsk Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Barngunan Ferdessan d8n
Perkotaan |Lembaran Dacreh Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2813

Momor 251;

Feratuf@n Daerah Kabupaten Landak Momor § Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Sustinan Petangiat
[Daerat Kahupai-:n Landak (Lembaran Dasmh Kabupatien Landﬂk Tahun 216 Nomor &, Taothahan Lemharan
Naeral ““hupaten Ladak Neomor 57] Sebagainana ielah diuha’” dengan Perstyran pgerah KabuPaten |apdak
Nomor ]Kla;;]-.un 2014 tentang Perybahah alas Peraturan Daergh Kabupalen Landak Nomer 5 Tghun 2016 tentang
Pemmpehillan dan Susunan Pergngkat Daerah Kabupaten Landak (Lemberan Daerah Kabupaten Landak Tahun
2019 Momor 1. Tambehen Lembaran Daergh Kabupaten Ladak Momor 83):

PeratsT®0 Daerah Kabupaten Landak Nomer 0 Tahkun 2016 ffatarg Perubahan Atas peraturan L:&trgh Kabupaten
Landak Nomior g Tabyn 2012 tentang Retribusi Perngendalizn Menara Telekpmunikasi (Lembaran Macrah
Eabupaten Landak Tahun 2015 Nomer 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landsalk Nomor 60);

Perat WFAN [gerall Kabupaten Latidak Nomor 2 Tahup 2017 tEGtang FeTUhahan AES Pernyran Daeral Kabupaten
Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Persercan Terbatas




49,

50,

al.

22,

5,

3.

Bank Pembangunan Dacrah Kalimanten Parat (Lembe® Dasrab Kabupaten Lamnglak Tehurn 2017 Nemor 2,
Tambrahban Lembaran Naerah Kabupaten Landak Nomor 62];

Peratyran Daersh Kebupaten Landak Namor 12 Tebllun 2017 tenwabg Rencana Pembangunan Jangka Menengah
[aerah Kabupatn = fggle TA"Yp 2017 0, (LeMDAL Dgefah Kabupaten Landak Tahup 2017 Nomor 13,

Tambahat | ., bard LNae ey, Babupaten 7 Hnmnr‘}"ﬁ] aebBERimana telgh diutel de, N peraturan Daerah
Hﬂhupatﬂl t:Iﬂl-i “uller 17 ‘dahun Eﬂlhﬂ&n ang forubahan Atas Prraturan Dacrah Ka Jaten Landak Numui
12 popun 2017 teitgn® ken™"y Pembangunan Ja*8% Menengah dacrah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022
(Lemparan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Nomaor 90);

{'cratufan Dperah Kabupaten landak Nompr 8 Tahun 2018 tthtang Pertibahan Atas Permaturgn aecak Kabupaten
Landak Nomor ¥ Tahun 2011 tenlang Reirbysi Jesa Umpds [Lemearen Daecah Kabupaten Landak Tabun 2018
Momar 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor BOj;

Feraturan DAeTAh Kabupai®h landak Neomoer 5 Tahun 2019 fentang Utusan Pemenntab yang  menjadj
kewenangan Pemerintah Doemh |Leinpgrgp Daerah Kobupaten Landak Tehun 201% Nomor 5, Tambaban
Lembaran Dacrah Kabupaten Landak Nomor B&);

Peraturan Daerah Kabypeten Landai Nomer 2 Tghun 2020 rentang Retripn® FPelayanan ters/Tera Ulan
iLempsiran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nemor 2, Tambahan Lembaran Deemh Kabupaten Land:
Nomaor 92):

Peratuniin Daerah KahupPalth landak Nomor 19 Tabhiyn 2020 tefMang PeiUfahan Atas Perdburan Dacrah
Kabupaten Landag Tlomor 6 tahun 2010 tentang Fokok-Pokok Pengelolann Keuangan Daerah {lembaran Dacran

Kabupaten Landak Tahun 2020 Nemor 10);

Peraturan Bupati Landak Nmﬁr I Tahun 212 tentang Pemberian Hibah dzn Bantuan Sosial Pemernntah
Kabupaien Langak (Berite Da": | KebuPBten Landak Tghan 2012 Nomor 1) sebagaimany telah diphah beberapa
kadi, terakhir gengan FPeragyran Bupati pondak Momor 28 Tghyn 2019 teppang Perubaban Keemipat Mlas
Peraturan Bupat Landak tentang Prmberian fibah dan Baniuan Sosizl Permerintah Kabupaten Landak [Beria
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 584

Peraturan Bupati Landak Nomar 7 Tahuh 2021 ianteng Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah {Berita Daerah Kabupaten Landak Tahut 2021 Nomor 7 28]

Feriaturan Bupatl Landak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedoudukan, Susupan Organisasi, Tugas dan Fungsi,



gerta Tata Ketja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel Doerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tabun 2021
Noinor T64).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH EABUFPATEN LANDAK
dan
BUFATI LANDAK

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELAN.IA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
Pasal 1
Cralam Peraturan Daergsh 0l vang dimaksud dengan -
Pasal 2

AFED tendint ales Pendapaten Daerah, Belanja Dasrah, dan Pembiaysan Daerah .
AFBLY Kabupaten Landak Tahon Anggaran 2022 berjumlah Pp. 1.330.649.600.225,00, lerdin atas Pendapatan Duerah, Belanja Dasgrah,

dan Pembizyasn Dacrah dengan rincisn stbagai herilout:

8. Pendapaten DEErEh ... s i vrree e o geeane b e s B R it P Rp. 1.287.061.474.101,00

b. Belanis Daerall ..oovvveeerennreermeernseenes NS EAEN e renennemre shgann R A ) L BB p by Wi ph b )0 Rp L 3306499600 235 00
SUFPIES/{UNZI) .o oeeesresee s reeesrererens IRp.  43.588.216, 114,00)

¢. Pemblayean Daesrah

8. ‘Penerimaam.. .o, L R R e e Ve sl i e s P o Bp. 44.976.082.004,00
b. Penpeluarfon.......ccocovemnvansins o B o S = N R SRR Bp, 1 328.D06G.E70,00

Pembiwyean Nemo e viriciesie,. Bpe 43588 216.124 ()
Slsa Lebih Pembiayaan Angparan Tahun Barkenaan......oo.eeeeeee.. e nne At ey e ga e Rp. 0,00




Passl 3

Fendapatan Dasrah direncenakan sebesar Rp. | 287.061.474,101,00 (Satu Trlinn Dus Ratus Delapan Pulth Tujuh Milver Enam Puluh
Satu Juts Empal Batus Tujuh Puluh Eipat Ribu Seratus Sety Rupish), yang bersumber dari:

a
B
€.

(1l

(2]

(34

{4)

15

Perdapatan Asll Da=mh:
Pendapatan Trandler: dan
Lam-lain Pendapatan Daccah vang Ssh,

Paszal 4

Pendapatan Asll Dermhb sebagaimana dimalsud dalem pasal 3 huoul a direocanskan sebesar Ep. T8 Z27.8349.312,00 [Tujah Puluh
Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puldh Tujub Jura Delspsn Batus Tiga Puleh Sembilan Riby Tiga Ratus Dua Belas Rupiah), yans
terdiri atas :

n. Pajak Dasrah;

. Retribusi Dasrah;

. Hasil Pengelolaan Kekaysan Daerah vang Dipisahlcan; dan

d. Lain-lain Pendapatan Astl Dasrah yang Sah,

Pajak Duetah sebagaimarns dimaksud pada ayat {1) huruf a direncanakan sehesar Bp. 42.000.078,373.00 (Empal Pylyh Dus Milyar
Sembilin Ratos Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ropish).

Retribisi Daersbh sebagainmans dimaksud pada aval (L} huraf b direncenokan schesar Rp. 2.878.411.208,00 |Dua Milvar Delapan
Batus Tujuh Pulub Delapan Juta Empat Eatus Sebalas Ribu Cua Ratus Delapan Rupiah),

Hasil Pengelolaan Kekzyaan Lacran yang Dipisshkan sebagaimana dimaksud pada ayvet (1) burul ¢ direncanakan sebesar Rp,
562447271900 [Lima Milyser Enam Ratus Dua Pulubh Fmpat Juts Empat Ratus Tujub Puluh Dua ®by Tujuh Batws Ssimbilon
Belas Ruplah).

Lain-lgin Teodapatan Asll Daerah yang Ssh  sebagaimanz dimaksud pada avat (1] huruf d direnicanskan sehessr Rp
AT.T2.977.012,00 [Dus Pulub Tujuh Milyar Tujuh Rarus Dus Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Pulon Tuyjuh Biby Dus Belas

Rupiah).

Fasal 5
Pendzpatan Transfer sehagnimana dimaksud dalam pasal 3 byruf B dirsscanakan sebesar Rp. 1.181.353,056.209,00 (Satu Triliun



Seratds Diclapan Puluh Satu Milyer Tiga Ratus Lima Pulub Tiga Jula Lima Puluh Etaug Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiuh), yang
terdit atas -

a. Fendapagan Transier Pemerintah Pusat; den

b. Fendapatan Transier Antar Daerah;

[2) Pendapatan Trensfer PeMerifigh  Pusat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humul a  direncanakan sebesar Rp.
];;;421.%23&5?31.{!0&&} {Saiu Trillun Seratus Empal Fuluh Dua Milyar Dua Ratgs Delapan Puluh Juiz Enam Ratas Lima Puiuh Satu
u Rapiah),

[} Pendapatan Trapsker Anpar Tiaerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurufb direncangzan sebesar Rp. 33 072,408, 209,00 {Tiga
Fuluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ralus Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).

Fasal &

Lafn-igin Pendapatan Deerah yang Sah sebagaimena dimalsud dalam pasal 3 humf ¢ diréhcanakan sebesar Rp, 27 480.578 580,00
IDua Fulub Tujuh M IEmpat Katus Delapany pylgh Juta Lima Ratus Tujuh pyluh Delapan Rjbu Lima Ratus DelgPah pyluh Ruplaty),
%ﬁgﬂtmﬂm atas Pendapatan Dana Kepitasi Jaminan Keschalan Ngsional [JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTF) Non

Fasal 7

Anggaran Beélanjd Dacrah Tahun Anggaran 2022 direpcalakan sebesar Rp 1.330.649.690.225,00 (fam Triliun Tiga Ratys Tiga pylub
Mil¥ar Enam Fatus Empat Pulub Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Fuluh Kby Dua Hatus Dua Pulub Lima Bupiah), yang terdiri
alas’

EBe lania. Operasi;

Refana Modal:

Belanja Tidak Terduga; dun

Belanja Tremsier,

Ao

Fasal §

(1} Anggaran Belanie Operasi sebegnimana dimaksud dalam pasel 7 huruf a direncanakan scbesar Rp- 882.981.910.315.00 (Delapan
Raluzs Delapan Pu’"h pua Milvar Sembilan Ratus Delapan Puluh Salu Juta Sembilan Ratus Scpulub Ribu Tiga Ralus Lima Belas
Rupiah), yang terdin atas :

a. Belanje Pegawai;



(2)

(<)

(4

(9]

(2)

{3)

(4

b. Belanjn Barang dan Jasa;
¢. Belanja Hibah,; dan
d. Belanja Bantuan Sosial.

Helanja Pegawail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 479.518.526.890,00 (Empat Ratus Tujuh
Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 377.047.796.050,00 (Tiga Ratus
Tujuh Puluh Tujub Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah).

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp, 26.165.987.375,00 (Dua Puluh Enam Milyar
Seratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujub Puluh Lima Rupiah).

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d direncanakan sebesar Bp. 249.600.000,00 (Dua Ratus Empat
Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Helanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar REp. 199,923,444 598,00 (Seratus
sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan
Puluh Delapan Rupiah), vang terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan

e, Belanja Modal Aset Tetap Lainnva.

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.528.000,00 (Delapan Puluh Empat
Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah),

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.099.518. 144,00 (Tiga
Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan secbagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 75.191.068.062,00
(Tujuh Pulub Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).




{3) DBelamje Modal Jalan, Jaringan dan ]]'Ili&ﬁl. Eﬂlzmiﬂirnam dunaksud pada sayat {1} huruf d direpcanakan scthesar Rp.
BT 723.371.392,00 [DejgPan Puluh Twuh Milyar Tujuh Barus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Pulyh Satu Ribu Tiga Ratus

Sembilan Pulub Dua Rupiah),

(5 Belanje mons: Aset Tetap I.ajnngg sebagaimana dimalksud pada ayat (1] huruf e direncanakan sebesar Rp, 2824 959 000,00 |Dua
Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empar Juata Sembilan Ratus Lima Pulubh Sembilan Ribu Fupiah|.

Pasal 10

_ Belanja Tidak Terdugé sebagaimana dimaksnd dajam pasal 7 hyruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 12.756.3 15.853,00 {Dua Belas
Milyar Tyjuh Ratus Lima Pulzh Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Dklapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdirl atas
Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

Anggaran Belanja Transfer s€hagaimana difhakstd dalam pasal 7 huruf d direncanakan scbesar Rp. 234.988.019.45%,00 (Dua Ratug
Tiga Puluh Empet Milyar Sempjlan Fatus Delapan pylnh Delapan guts Sembllal pajgs w0 Empat parus Lima Puluh Sembilan Rupiah),
yang terdiri ates Belanja Banfuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atan Kabupaten /Kota kepada Desa,

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahuyn ANZEATAD 2022 direlcanakan sebesel Rp. 43.588.2 1ﬁ__124,m [EmPat pylub Tiga Milyar Lima
Ratys Delapan Puluh Pelgpan Jypta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Dug Puluh Empat Rupiah), yang terdirl atas :
a. Peonerimasn Pemblayaan; dan

h. Pengeluaran Pembiayaan,
Fasal 13

AT#EETEN Penerimaan Pembiayasn sebagaimans dimaksud dalam pasal 12 huruf a dirgncanakan gabegar Rp, 44.976.283 000,00 [Empat
Fuluh Empay wtjlyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Pulub Tiga Ribu Rupiah), yang terditi dan Sisa Dana

Akibat Tidak Tercapainye Capaian Target Kinera,
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Pasal 14

Anggaren Pengelueran Pembiayvzan sehagsimena dimaksud dalam passl 12 hurul b direncanakan scheaar Rp. 1.388.066.676,00
IBatu Milyer Tiga Ratns Delapan Puluh Delapan Jute Enam Pulub Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang
terlini atas :

a, Pembentukan Dana Cadangnn; dan

b, Penvertaan Modal Dacrah,

Fembentikan Dana Cadangen sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a direncanakan sebésar Rp. 388.066.876.00 (Tiga Ratus
Delapan Puluh Delapan Jula Enar Fyilivh Enam Ribu Delanan Ranis Tajuh Puluh Eram Rupigh],

;Ehj-_rirhbmn Modal Dacrah scbagaimens dimalesud pada ayat (1) huruf b diencamakan schesar Rp. 1.000.06G0.000,00 (Satu Milyar
upriuhi.

Paszal 15

Sclisih antara Anggaran Pendapstan Dagrah dengan Anggerac Belinjz Cacrah mengakibatlan tesjadinya surplos/defisii sehesar
(Rp. 43.586.216.129,00) (Minus Empar Puluh Tiga Miyer Lima Ratus Delapan Poluh Delapsn Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu
Seratus Dua Puluh Empal Ruplsh).

Fembiayaan Netto vang merupakan selisih peperimaan pembiayaan terhedap pengelnaren pembioyasn direncanakan sebesar Rp,
43.558.215,124,00 (Empat Puluh Tigs Milynr Lims Ratus Delapsn Puluh Delapan Juta Dia Ratus Enam Belas Ribu Seratus Dua
Fuluh Empai Rufrizhl.

Pasal 16

Dalam  keadpan  danwat  wrmesuk  keperluan mendesak, Pemeérintah Dacrah dapat melakukan pengebugran yang belinn
tersedia anggarannys dan/atay pengelusran mclchihi pagu yeng dilciapkao dalsm Peraturan Daerah inl, yang selanjuinys
dimasukkan dalam Perubahan Anggaren  Pendapatan dan Belanja Dgersh Kabupaten Landsk Tahun Anggarim 2022, dengan
\ata enra sesual dengan cars terlebih dahulu melalukan perubahan Peraturan Kepala Dasrah tentang Penjaberan Peribahan APED,
dan pemberitahuan kepadas Pimpican DPRD selanjutnya tsampaiken dalam [Lapomn Realisasi Anggaran

Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melpadd
a, Benvans alim, bencana non-alem, bencang sosial dan/atau kejedian Juar biass;
b. Pelaksanasr operasi pencarian dan pertobongan; dan/atay




¢. heruealean sarana /pragacans yasg dapal mongganggn kegiatan pelavanan publik.

{3) Reperluan Mendesak sebagaimuna dimaktsud pada ayat (1) meliput: _ _
8. Kebutithan datrah dalam rangka pelayanan dasar masyarakiat vang angearannya belum tersedin dalam tabun angeermn berjalsn;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikal den belanfa yvang bersifat waiib;
¢, Pengsluaran daerah yang berade dituar kendali pemerintsh doerah dan tidak dapet diprediksiken sebelunmnya, Sérta amanat

peraturan perundang-undangan; dan/atau _
d, Pengeluaran dacrab  lainnya yang apsbila ditunda akan memimbulian kerugian vang lebih besar bagl Pemierinteh Dasrah
darn fated mesyarakat,

Passl 17

Uraian lebih linjur Anggaran Pendeapatan dan Belanjs Datrah sshagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tarcantom dalam Lampiran yvahg
miery palan bagian yang tidak terpisahkan darl Peraturan Dacrah Kabupaien ind, terdin dari ;

1. Lampiran | Ringkasan APBD yang Dikiasifikasi Menurut Kelompek dan Jenis Pendapatan, Belonje, dan Pembioyean;

2, Lampiran 1 Eingkasan APBD yang Diklagifikasi menunit Urnsan Pemerintehan Dasrgh dan Ocganisasi;

3. Lampiran 1) Rincian AFBD meényrut Urusan Pemerintahan Dacrah, Organisasl, Progoani, Kegintan, Suh Kegintan, Kelampol,
Jenis Pendspatan, Relanje dan Pemblayaan:

4. Lampiran [V Relapitulasi Belanja mieausul Urupan Pemeritituhan Deeral, Crganisasi, Program Beserta Hasil dan Sub
Kegintan Beserts Keluaran;

<. Laongpiran V Rekapitilazl Belanfa Daerah untuk Kesslamasan dan Keterpaduan Urnean Pemerintah Naemb dan Fongsi dalam
Kemnghka Fenpelolsan Ketrangan Negara;

&, Lamplran V1 Rekapitdlasl Belangs Untuk Pemenyhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APED,

8, Lampiran VI Sinkronisaxi Program, Kegiatan dan 3ub Kaglatan pada REPD dao PPAS dangan APED;

0. Lampiran IX Sinkronisasl Progoam Prioritas Rasional dengsn Frogram Priorites Deermsh;




10, Leampiran X Daltar Jumlah Pegawad Per Golangan dan Per Jabatan;

1. Lampiran X1 Daftar Piutang Dasrah;

12. Lampiran Xl Disfinr Penyertaan Modal Dacrah dan Investasi Dasrah Lalnnya;

13, Lampican X! Draftar Perlorasn Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Asel Lam-Lain;
14, Lampiran NIV Dahar Sub Eegiatan Tahun Jamak (Muwlly Yedrs;

15, Lampiran XV Daftar Dana Cedarngen;

16, Lampiran V] Daftar Pinjaman Daerah.,

Pasal 18

Bupali menclapkan Peraturan Bupat Landpk tentang Penjaberan Anggaran Pendapatan dan Belanja Datrah sehagal Mndasan
sperasional pelsksanasn AFBD.

Pazal 19
Peraturen Desrsh ol mulai berlalon poda tanggal diundanglarn.




Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah dengan peicmpatannya dalam Lembaran Dacrah,

Ditetdpkan di NgaPang
pada tanggat 33 Dosembor 2021
BUPATI LANDAK,
™D
KAROLIN MARGREET MATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2021
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KABUPATEN LANDAK

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

RO,

GQOLONGAN RUANG ﬁ.

EEELON

NON EBELON

T, FUNGalONAL

| o
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]

=]

- gt

Golongan 1/d
tiolongan Ifc
Golongan 1/b
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Jumlah .Wn.____.nﬂﬂt.ﬂ I

| #wmm

PFPK Goloagan 1-8
PPPK Golongan 5-8
PPPK Golongan 9-12
FFPK Golongen 13-17

17
23

Jumlah PPPK

40

Juminh Totul

AT

143

2856

2.453

1.035%

Soalman sesua dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIF, 19661128 1994902 2 001

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA




HABUPATEN LANDAK
DAFTAR PIVTANG DAERAH
TAHUN AN GGARAN 2022

LAMPIHAN X1
FERATLIRAN DAERAH HABUPATEN LANDAK

HOMOHR B TAHUN a0k
TENTANC
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELARIA DAERAH

TAHLN ANGOARAN 302Y

. . ) Perloirann
Mol - Weabios Riveions Potei aﬁr:ﬂ.?:mmwc_mb Jumlah piutany symgal | Perkirsan perygn aban Perkiraan Pengurangan Saldo Akhir
piltang dengan tahun N-2 Tah;n N-1 tahun N-1
tahiun N-1
1 2 3 3 2 b 7 = 4+5-6

Jurniah

Balinan sesual dengun aslinya
KEPALA BAGIAN HURUM,

DARIANUAR
NIP, 19661128 1

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA




Lo N WA B
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KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

TAHUN ANGGARAN 2022

LAMPIEAN XTI

PERATURAN DAEKRAH KABUPATEN LANCIME

NOMOR 8 TATTUN 2021
TENTANG

ANGOARAN PENDAPATAN DAN HELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2033

. Pelifiaan Perklidan 2
, Aslde pada mghir tahun ! Pergraan sgldg pada
M
MNama Asci Jenis Aset o ﬂnﬂﬁznm&w: tahun 1 nﬂ:mﬁ«mﬂm__wh tehLin akhir tahun T-1

l

2

3

4

Jumiah

Sahnan sesual dengan aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM,

U}m_}z:u”.mﬂ

NIP. 19661128 199402 2 001

BUPATI LANDAK,

TTHh

KAROLIN MARGRET NATASA




KABUPATEN LANDAK

LAMPIRAN X1V

FERATUREAN DAERAH KRABLUFATEN ANLAEK
NOMOR 8 TAHUNZ021

TENTARKC

ANGOARAN FENDAFATAN DAN BELANIA DAERAH
TAHUN ANGOARAN 2023

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGOARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN AN GOGARAN 20232

DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG gRLUM DRISELESAIKAN DAN

Jumlah 3ias Anggeran yang
Jumiah Anggarun T-1 |B Diarggarkan dalew Tabun bni
__ —u“ Jumlgh Reabisayi [ “_
M. tama JKPD Nama Sub Kegintan | Lokast Sub Kepiotan HSampai Depgan Akhir :
_ TA .1 (Rp) prEas
*erMbahan FETA R AR
APED TA T-1 APRD TA T
APBDR TA T-1 TAT
] 2 3 4 5 5 T B ]
Jumlah

mn._m...:n.anﬂ..&mn.p:.n: nJ.._.n___j
KEPALA B3 an HUKLM

BUPATI LANDAL,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA



KABUFPATEN LANDAK
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Junitish Taton Awsi Jumiah ANgEATay Tatun T-1 SR - rEﬁmE: s
L H _—.!__H..l.-.n A
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APHD TA T-2 = APH
APBD TAT.2 AFBDIAT-L ] apaD TA T2 DTAT] spBDTAT
1 2 3 4 b f T . ] o L Lt 12
Jumlak
BLUPATI LANDAK,

TTD
EAROLIN MARGRET NATASA

SBalinan seauai dengan ashinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANLIA
NIP. 19661128 1




KABUPATEN LANDAK
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGOAFAN 2022

LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 8 TAHUMN 2021

TENTANG
ARGOGARAN P

TAHLIN ARG

ENDAPATAN AN BELAMISA D ERAH
ARAN 200

Sina dana YANg

Tujuan Daser hukium Jumlah drna -
Nes pembentulan pe mbentukan cadangan yang | mM.Eﬂ Transfer darj Kaa Teanefey ke kan. | Beldo ... dicedangkan
deng cadangon tana cRdangan | direncenakan (Rp) wal {Rp) dacreh (Rp] daerah [Rp akhir (Fp) (Rp)
3 2 3 3 5 & 7 B 9

Jum

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA




LAMPIRAN X\
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMCIR 8 TAHUN 303 1

TENTANG
ANCOARAN PENDAPATAN DAN BELANSA DAERAH
TAHLIN ANGOARAN 2033
KASUPATER LAN
DAPTAR FINJAMAN
TAHUN ANGOARAN 3032
Tangeal; Jumiah Pembayaran Tahun m] _
Oblignsi | Pinjameny | CEONRG | o el| Pinjaman | Dunga | Penggunamn | Pokok ekt
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beerah Dwe=raty
4 F) 3 T ] T 10 1) [F]
BUPATI IANDAK,
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEFALA BAGIAN HUKUM,
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